BAB |1

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Analisis Penyebab Peralihan Akad Mudharabah ke Akad Rahn dalam
Pembiayaan Modal Usaha Pada KJIKSBMT M arhamah Wonosobo

Pada dasarnya akad pembiayaan yang digunakan dlk8 BRMT
Marhamah Wonosobo belum begitu sempurna untuk ikagdkan di
masyarakat. Oleh karena itu, pihak KIJKS BMT Marhlam&onosobo
mencoba untuk menyempurnakan kembali akad pembiasalaingga bisa
menjadi lebih bermanfaat bagi pihak KIKS BMT MarlaéimWNonosobo
maupun nasabah. Sebelum KJKS BMT Marhamah Wonosobo
mengutamakan akaghn, pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo masih
mengutamakan akachudharabahsebagai akad pembiayaan yang sering
diaplikasikan di masyarakat.

Namun, penentuan akad dalam pembiayaan bukan sematda
nasabah yang memilih sendiri tetapi ada campuratamtari pihak KIKS
BMT Marhamah Wonosobo untuk menentukan akad mama yacok
untuk pembiayaan yang akan dibiayainya. Pada taBQf@2, akad
mudharabahmenjadi pilihan utama KJKS BMT Marhamah Wonosobo
dalam membiayai pembiayaan modal usaha dengarsasialfpembiayaan
sebesar 68 % menggunakan akagdharabah Dari data tersebut ternyata
banyak kekurangan dalam pengaplikasian akadiharabahdalam akad

pembiayaan di KIKS BMT Marhamah Wonosobo. Oleh rarigu, pada
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awal tahun 2013 KJKS BMT Marhamah Wonosobo menctdiah
mengutamakan akadahn sebagai akad pembiayaan dengan berbagai
perhitungan dan pertimbangan dibandingkan dengadrakdharabatt®

Jika diperhatikan, maka penerapan akadiharabaldalam praktik
perbankan syariah di Indonesia tidak sama persigate konsep klasik

mudharabahsebagaimana dapat dilingdlam tabel di bawah ir.

KARAKTERISTIK
POKOK

PRAKTIK KLASIK

PRAKTIK DI
INDONESIA

Tujuan transaksi

Investasi dengan pihal
lain

« Pembiayaan/Penyediaat
fasilitas

Pengelola Usaha

Nasabahudharib

Nasabahroudharib

Pembagian hasil

Profit and loss sharing

Revenue sharing

Penentuan nisbah
bagi hasil

Nisbah bagi hasil tetap
selama periode
perjanjian

Nisbah bagi hasil dapat
berubah selama periode
perjanjian dan ditetapka
dalam akad di awal
periode kontrak

-

Pembayaran pokok

Dilakukan satu kali di
akhir periode

Dilakukan satu kali di
akhir periode atau
pembayaran biasa
diangsur

Pembayaran bagi
hasil

Dilakukan satu kali di
akhir periode

Diangsur

Profit rate

Dihitung satu kali di
akhir periode atas dasar
100% nilai penempatan

Dihitung atas dasar dana
awal yang masih (dan
dianggap) digunakan

dana investor sejak awal oleh nasabah

periode perjanjian

Dalam hal terjad
kerugian

Untuk satu kali angsura
pokok:

Untuk pokok yang
diangsur: (i) bagi hasil
dibayar periodik sesuai

pokok darprofit rate

dengan periode angsurjn

18 Wawancara dengan Bapak Tejo Muryono, SH, staffgidmalegal KIKS BMT

Marhamah Pusat, tanggal 21 April 2014, pukul 10M18

19 AscarayaAkad dan Produk Bank Syariafiakart : PT. RajaGrafindo Persada, 2008,

him. 219
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dihitung dari jumlah
nominal bagi hasil per
dana awal 100% atau (ii
bagi hasil dibayar
periodik sesuai dengan
periode angsuran pokok
danprofit rate dihitung
dari jumlah nominal dari
bagi hasil yang di
discountkarena
menurunyasharedana
bank dalam usaha
nasabah.

Kolateral Tanpa jaminan Dengan jaminan

Adapun penyebab penerapan akadlharabahdi KJIKS BMT Marhamah

Wonosobo adalah sebagai berikut:

a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yamdpudisialam
kontrak (usaha yang dibiayai harus jelas),

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja,

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasgbétak jujur,

d. Resiko lebih besar,

Tanggungjawab bank maupun nasabah lebih B&sar.

@

Dari berbagai penyebab akadidharabaldi atas, maka pihak KIJKS BMT
Marhamah Wonosobo mencoba menyempurnakan akad @gankidengan
beralih pada akachhn dengan melihat beberapa kelebihan yang ada pada
akadrahn sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah atau nasabah agarlaidalatau

bermain-main dengan KJKS BMT Marhamah Wonosobo atau

2 Wawancara dengan Bapak Tejo Muryono, 8, Cit



34

kemungkinan nasabah menghindar dari kewajibannyal. ki
dapat diminimalisir karena adanya agunan yang digad
nasabah di KIKS BMT Marhamah Wonosobo.

b. Memberi rasa tenang kepada semua nasabah pendianega
dananya tidak akan hilang begitu saja ketika ndsabealarikan
diri. Jadi agunan tersebut dapat memberikan rasan dmagi para
nasabah lainnya, karena dananya digunakan untulbipgaan
bagi nasabah lain, karena mereka juga harus mekrahegunan.

c. Akan sangat membantu nasabah dan masyarakat dalam
menggunakan pinjaman yang diberikan KJKS BMT Mardlam
Wonosobo, karena nasabah dapat lebih leluasa dalam
menggunakan pinjaman tersebut, baik untuk memegebhutuhan
konsumtif maupun produktif. Hal ini berbeda dengakad
mudharabahdimana pinjaman tersebut harus digunakan sesuai

dengan perjanjian dalam ak&d.

2 Muhammad RidwaniManajemen Baitul Maal WaT TamwiBMT), Yogyakarta: Ull
Press, Cet. |, 2004, him. 183
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B. Mekanisme Akad Rahn dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS
KJKSBMT Marhamah Wonosobo
1. Pengertian Rahn
Menurut bahasaahn (gadai) berartal-tsubutdanal-habsyaitu
penetapan dan penaharfarAda pula yang menjelaskan bahwahn
adalah terkurung atau terjefatRahnadalah menahan salah satu harta
milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamangyaiiterimanya.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekormamiDengan
demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminarukurdapat
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangBgaara sederhana
dapat dijelaskan bahwahn adalah semacam jaminan utang atau gadai
Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Mudtsar [74]:38

sebagai berikut®

Bl W- - ROl
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apgang telah
diperbuatnya
Namun jika diperhatikan, katal-habsu secara zahir juga
mengandung artats-tsubutdan ad-dawaam(tetap). Oleh karena itu,
salah satu arti di atas merupakan pengembangagaagi satunya lagi.

Namun zahirnya, makna kat-rahnu yang utama adalakl-habsu

(menahan), karena ini adalah arti yang bersifat ematNamun

%2 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arghlakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,
2007, him. 96.

% Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, him. 105

2 Muhammad Syafi'i Antoniolslamic banking,Jakarta: Gema Insani, 2001, him. 128.

% Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kudus: Menard&) 2006, him. 574.
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bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bahwararahn menurut
istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan asgcara bahasa.
Terkadang kataar-rahn digunakan untuk menyebutkaal-marhuun
(sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebkatmmmashdar
namun yang dimaksud adalsfim maf'ulnya?®

Sedangkan definisi akachhn menurut istilah syara adalah,
menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memkengkiak itu
bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya,jadiésan al-‘ain
(barang, harta yang barangnya berwujud konkritakkdn dariad-dain
atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangs@ara sebagai
watsigah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu
memungkinkan untuk digunakan membayar seluruhsgbagaian utang
yang ada. Ataurahn adalah akadwatsigoh (penjaminan) harta,
maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pelagafaoninan
berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalamitlle tanggungan
seseorang. Oleh karena itar-Rahn berbeda dengan akakhfalah,
karenatawatstsug(penjaminan) di dalam akakhfalah adalah dengan
tanggungan pihakafiil (pihak yang menjamin) bukan dengan harta
konkrit yang dipegang oleh pihakd-daa’in (yang berpiutang). Kata
watsiqahartinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat jatainan.

Karena utang yang ada di dalam akaloh (al-marhun bihiYerjamin dan

% Wahbah az-zuhailiFigih Islam Wa Adillatuhu 6Jakarta: Gema Insani, 2011, him.
106.
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menjadi tertanggung dengaal-‘ain (barang) yang digadaikanal{
marhun).?’

Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikaatsigah
haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu knfuengecualikaral-
'ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najigy ytidak
mungkin untuk dihilangkan, karena kedua berdiikain ini (yang najis
dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkadak bisa digunakan

sebagaivatsigah(jaminan) utang®

2. Dasar Hukum Rahn
Dasar hukunrahn atau gadai syari’ah adalah ayat Al-Qur'an
dan hadis Nabi Saw dan fatwa DSN MUI. Berikut mekgn dasar
hukumrahn:

1. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]:283

MN‘-A‘ u-«-v\ Lsﬂ\ /ﬂﬂweﬁaﬂw‘ u‘ﬁ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermmaiah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang).

" bid, him. 107.
*8bid. him.107
2 DepagAl-Qur'an dan Terjemahnyaudus: Menara Kudus, 2006, him. 49.
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2. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Anas r.a, ia berkafh:

L
.

e 305 Lpaally (a0 e A lhn (a5 N
AdY el
Rasulullah Saw. menggadaikan baju besi miliknyaaklepseorang

Yahudi di Madinah dan beliau mengutangkan gandurnsgsrang
Yahudi tersebut untuk keluarga beliau.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Isthak
membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Musditam
bidang muamalah, Maka seorang Muslim tetap wajibmbagar
utangnya sekalipun kepada non Muslim.

3. Fatwa DSN MUI
Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/11/2002 memutuskan wah
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jarataag dalam
bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang sudah diatur
didalamnya®
3. Rukun dan Syarat Perjanjian Rahn
a. Rukun Gadai
1. Aqid(Orang yang Berakad)
Aqgid adalah orang yang melakukan akad yang melipudiu2)(
arah, yaitu (a)Rahin (orang yang menggadaikan barangnya),
dan (b)Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang

gadai), atau penerima gadai.

%“Sunan al-Nasa’l”. No. 4531,
31 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSN-MU/A002
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2. Ma’aqud‘alaih (Barang yang Diadakan)
Ma’aqud ‘alaih meliputi dua hal yaitu (aylarhun (barang yang
digadaikan), dan (b)Marhun bihi (dain) atau utang yang
karenanya diadakan akeahn.

b. Syarat-Syarat Gadai

1. Shighat
Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan
waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang metajkan
hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang asis
utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai tdapa
diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kegalisyarat
itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkabagai
contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad it
disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum
Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mepgbun
pengertian bahwa pihakahin dan marhun cakap melakukan
perbuatan hukum, yang ditandai dengagil baligh, berakal
sehat, dan mampu melakukan akad.

3. Utang (arhunbih)
Utang (arhunbih) mempunyai pengertian bahwa:
a. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk

membayar kepada pihak yang memberi piutang.
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b. Utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkantigiiak
bermanfaat maka tidak sah.
c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. Marhun
Marhun adalah harta yang dipegang oleturtahin (penerima
gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan uting.
4. Ketentuan Pembiayaan Rahn

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menaharhun
(barang) sampai semua utaRgahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.

b. Marhundan manfaatnygetap menjadi milikRahin.Pada prinsipnya,
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleMurtahin kecuali seizin
Rahin, dengan tidak mengurangi nilMarhun dan pemanfaatannya
itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan pé&amga.

c. Pemeliharaan dan penyimpandarhun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga olelurtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan te&madi
kewajibanRahin

d. Besar biaya pemeliharaasian penyimpanarMarhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

%2 zainudin Ali, HukumGadaiSyariah Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 20.
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e. PenjualarMarhun

1. Apabila jatuh tempo,Murtahin harus memperingatkaRahin
untuk segera melunasi utangnya.

2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka
Marhundijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai &fari

3. Hasil penjualarMarhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibay& beaya
penjualan

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milikRahin dan

kekurangannya menjadi kewajibRahin®*

5. Penyelesaian Rahn

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikiaam
gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misaketéka akad gadai
diucapkan, “Apabilarahin tidak mampu melunasi utangnya hingga
waktu yang telah ditentukan, makaarhun menjadi milik murtahin
sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinda paktu
pembayaran yang telah ditentukan untuk membayagutargamarhun
akan lebih kecil daripada utangphin yang harus dibayar, yang
mengakibatkan ruginya pihakurtahin Sebaliknya ada kemungkinan

juga hargamarhunpada waktu pembayaran yang telah ditentukan dan

% Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSN-MU/A002
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lebih besar jumlahnya daripada utang yang harwsydih yang akibatnya
akan merugikan pihatahin.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukdum
belum membayar utangnya, hakurtahin adalah menjualmarhun
pembelinya bolelmurtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga
yang umum berlaku pada waktu itu dari penjuatamhuntersebut.

Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat
apabila harga penjualamarhun lebih besar daripada jumlah utang,
sisanya dikembalikan kepadahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan
marhunkurang dari jumlah utangahin masih menanggung pembayaran
kekurangannya. Jadi apabila lebih maka dikembalik@tiangkan jika
kurang makanarhunmasih memiliki tanggungamutang®

6. Prosedur Pembiayaan Rahn pada KJKS BMT Marhamah
Wonosobo

Produk rahn mulai ada pada awal tahun 2002 setelah MUI
mengeluarkan fatwa tentang gadai syariah. Awalngamya Bank
Muamalat yang mengeluarkan produk gadai, tetaparsely sudah
banyak BMT yang mengeluarkan prodahn.®* KIJKS BMT Marhamah
Wonosobo pun mencoba mengaplikasikan akaldn sebagai akad
pembiayaan yang sekarang ini sering digunakan.

Pembayaran pembiayaan dengan menggunakan rakeddi

KJKS BMT Marhamah Wonosobo dibedakan menjadi daduydengan

3 Hendi SuhendiQp. cit him. 110
% Zainudin Ali, Op. Cit, him. 16
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cara angsuran dan yang kedua dengan cara jatulo.tédapa angsuran
batas waktunya 3 tahun dan yang jatuh tempo seddooéan.

Nasabah yang menggunakan akashn di KJKS BMT
Marhamah Wonosobo berkembang setiap tahunnya.ndikabah tidak
tepat waktu dalam pembayaran maka akan dikenakadadsebesar
0,1%. Dan nasabah dikenakan bagi hasil sebesaeB&utannya.

Mekanisme operasional pembiayaaahn di KJKS BMT
Marhamah Wonosobo adalah pertama-tama nasabah rakkge
barang bergerak sebagai agunan dan kemudian pitidS KBMT
Marhamah Wonosobo menyimpan dan merawat barangbtersdi
tempat yang telah disediakan oleh KIKS BMT Marharé&mnosobo.
Akibat dari penyimpanan tersebut maka nasabah dikemakan biaya-
biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan uselyproses
kegiatan®
a. Syarat-syarat Pembiayaan Rahn di KJKS BMT Marhamah

Wonosobo

1. Anggota KIJKS BMT Marhamah Wonosobo

2. Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.

3. Mengisi fomulir usulan pembiayaan yang telah diskain
secara lengkap dan benar.

4. Menyerahkan berkas pembiayaan:

% Wawancara dengan Bapak Tejo Muryono, 8. Cit
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a. Foto copy KTP suami dan istri, KTP pemilik jamin@uami
dan istri), Kartu Keluarga, dan Surat Nikah.

b. Foto copy sertifikat tanah dilampiri SPPT tahurakéir.

c. Foto copy BPKB dan STNK serta hasil gesek nomoriiMes
dan Rangka.

d. Foto copy slip gaji bagi PNS dan rekening taburgdulan
terakhir bagi wiraswasta.

e. Foto copy rekening air dan listrik.

5. Barang jaminan tidak sedang dalam masalah dan tdekng
dijaminkan dipihak lain kecuali akan @ikeover.

6. Barang jaminan milik sendiri (suami/istri) dan atesna sendiri.
Barang jaminan yang belum atas nama sendiri, rditaspiri
surat keterangan dari perangkat desa/kelurahamngatedan
bermaterai cukup.

Barang jaminan yang bukan milik sendiri, harusrdpai surat
kuasa pinjam jaminan dari pemilik jaminan dan beersa
cukup.

7. Jaminan berupa tanah, sudah bersertifikat hak ndi#ik bila
belum (covernote dari notaries yang ditunjuk) maiarus
mendapat persetujuan tertulis dari pusat.

8. Bersedia untuk disurvey dan membayar biaya sufVey.

37 peraturan Khusus (PERSUS) Pembiayaan KJKS BMT ataaih \Wonosobo.
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9. Keputusan hasil survey melalui SP3 (Surat Pemiheria
Pemberian Pembiayaan).

10. Pemilik jaminan (suami/istri) wajib hadir saat pedatanganan
akad pembiayaan dan pengikatan jaminan.

11. Bersedia membayar biaya administrasi, materai, risotdan

ta’awun pembiayaan/premi asuratsi.

b. Faslitas Pembiayaan Rahn pada KJKS BMT Marhamah

Wonosobo

1. KIJKS BMT Marhamah Wonosobo memberikan fasilitas
pembiayaan dengamsbahataumarjin yang lebih rendah dari
nasabah luar biasa (setara 2,5 % efektif).

2. Nominal pembiayaan maksimal 5 kali saldo simpanasahah
dengan plafon maksimal Rp. 100.000.000,- (seratasrypiah).

3. Persyaratan pengajuan pembiayaan dilampiri fotoy.c6d@P,
kartu nasabah dan buku simpanan nasabah.

4. Pengajuan usulan dan pencairan pembiayaan bis&unielator
cabang yang terdekat.

5. Pembiayaan nasabah harus mendapat persetujualis teldti

pusat:®

% Ibid
% Ibid
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c. Prosedur Analisa Jaminan
1. Jaminan tanah atau bangunan

a. Taksasi maksimal 75% dari harga jual pasar wajabiép
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sendiri.

b. Taksasi maksimal 70% dari harga jual pasar wajabitp
jaminan berupa hak guna bangunan, surat keterangan
kepemilikan dari pihak berwenang (los, kios) seniihat
masa berlaku pemakaiannya.

c. Taksasi maksimal 65% dari harga jual pasar wajabiép
jaminan milik orang lain.

d. Untuk menilai harga jual dan atau likuiditas bargginan
berupa tanah, dilakukan dengan cara menggabungkaga h
pasar dengan harga jual di SPPT.

e. Dilakukan pengecekan terhadap keaslian bukti kdpemi
hak dari barang jaminan (SHM, SHBG dan Bukiti
Kepemilikan/pemakaian los/kios) di lembaga yang
berwenang menerbitkannya (BPN, Dinas Pasar daanisist
terkait lainnya) dan biaya pengecekan ditanggusglveti:’

2. Jaminan kendaraan bermotor
a. Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih.
b. Kendaraan bermotor yang dijaminkan dalam kondigk, ba

layak dan siap pakai.

0 1bid
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c. BPKB atas nama sendiri (suami/istri), apabila BPxBum
atas nama sendiri harus ada surat keterangan Wéq@emi
diketahui perangkat setempat, dan apabila BPKBkmili
orang lain, harus ada surat persetujuan pinjamnjamyang
ditandatangani pemilik kendaraan dengan bermatakaip.

d. Dilakukan gesek nomor mesin dan rangka serta pekgac
keaslian BPKB di kantor SAMSAT setempat.

e. Penilaian likuiditas jaminan kendaraan bermotor sirakl
50% dari harga pasar wajar apabila milik sendirn da

maksimal 40% apabila milik orang lath.

Contoh kasus pembiayaan modal usaha menggunakan akad
rahn pada KJKSBMT Marhamah Wonosobo

Ibu Selvi adalah seorang bidan, dia ingin membulektpk, tetapi
uang Ibu Selvi tidak mencukupi untuk biaya izin nheka praktek.
Tetapi dia memiliki tanah seluas 155.nDia membutuhkan dana
sebesar 150.000.000, maka dia menggadaikan satrtifthahnya
selama 4 bulan.

Berikut analisa KIKS BMT Marhamah Wonosobo

Ibu Selvi pembiayaannya direalisasi pada tanggile? 2014 dan

jatuh tempo pada 2 September 2014.

* 1bid
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Plafon Pembiayaan =150.000.000

Nisbah Bagi Hasil =70:30

Perkiraan Angsuran Bulan Pertama = (3% x 150.00).00
150.000.000

=4.500.000 + 150.000.000

=154.500.000

Biaya-biaya

- Biaya Administrasi =1,5% + 150.000.000
=2.250.000

- Biaya Materai =5 buah x 6000
= 30.000

- Biaya Notaris =15.000

- Asuransi (a’awun) =0,5% x 150.000.000
=750.000

- Agunan = Tanah

- Denda = 15.000/hari

Dalam Analisa Survey

- Agunan = Tanah seluas 155 m

- Nilai Tanah Wajar = 280.000.000

- Nilai Tanah Likuiditas = 260.000.000

- Lama Usaha = 3 tahun
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- Gaji Bersih = 3.500.000

- Pendapatan Usaha = 8.000.000
- Biaya Rumah Tangga =5.000.000
- Pendapatan Suami = 2.500.000

Dalam analisa tersebut maka KJKS BMT Marhamah Waolnosayak

memberikan pembiayaan kepada Ibu Selvi sebesat5®p000.000.

Tabel Angsuran lbu Selvi

Besar Angsuran Saldo BG/JS
No. | Tdl Jumlah Val
Pokok BG/JS Pembiayaan tertunda
1. | 2/6/14 - 4.500.000 4.500.000 150.000.000
2. | 2[7/14 - 4.500.000 4.500.000 150.000.000
3. | 2/8/14 - 4.500.000 4.500.000  150.000.000
4. | 2/9/14| 150.000.000 4.500.000 154.500.000

KIJKS BMT Marhamah Wonosobo berhak menolak
pengajuan pembiayaaahn yang tidak memenuhi prosedur standar
tersebut. Dengan memahami aghn yang telah dikemukakan di
atas dalam mekanisme akamhn pada pembiayaan modal usaha
pada KIKS BMT Marhamah Wonosobo kiranya sudah tégagan
apa yang diterapkan oleh syariat karena terdapaitmiai agama
seperti ijab gabul. Dalam teknis perbankan syamakanisme akad

rahn dalam pembiayaan modal usaha pada KJKS BMT Marhama
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Wonosobo kiranya juga sudah sesuai dengan ketekaiantuan
dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 23S
MUI/III/2002, karena langkah-langkah dan obyek dalakadrahn

seperti: jaminan/agunan serta keuntungan sudasnteirokan dalam
Surat Perjanjian dan telah disepakati oleh parakpebkad dalam

pembiayaan menggunakan akatintersebut.



